BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.
Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi
setiap orang dihadapan hukum. Undang-Undang dasar juga menyatakan bahwa
setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum
yang adil dan juga perlakuan yang sama di hadapan hukum. Demi mewujudkan
prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan
fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab. Dalam
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, pengertian Advokat yaitu orang
yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di
ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang
Advokat diberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai
kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (jaksa dan hakim) dalam
menegakkan hukum dan keadilan. Pekerjaan profesi advokat menuntut adanya
“kebebasan”, sehingga dalam menjalankan tugas advokat atau penasehat hukum

tidak terikat oleh suatu hirarki (jabatan) yang secara instruktif mempengaruhi



advokat atau penasehat hukum dalam menjalankan pekerjaan mereka yang tercakup

dalam kerangka penegakan keadilan hukum.’

Dunia yang semakin berkembang pesat, membuat kebutuhan akan jasa
hukum semakin meningkat. Masalah yang didalam masyarakat sudah beraneka
ragam, baik publik maupun privat. Jasa hukum yaitu advokat sangat diperlukan
untuk membantu seorang yang sedang dalam masalah. Masyarakat yang
membutuhkan advokat seringkali disebut klien. Profesi advokat memberi
pendampingan hukum, membela dan memastikan bahwa seorang klien
mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum, bukan untuk

memenangkan kliennya.

Kebebasan yang diberikan kepada advokat menjalankan pekerjaan profesi
mereka dalam hal penegakan hukum diperlukan hak imunitas. Hak imunitas yaitu
adalah kebebasan advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan
atau mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen
kepada siapapun dalam melaksanakan tugasnya sehingga advokat tersebut tidak

dapat dihukum dalam melaksanakan tugasnya.

Tugas Advokat antara lain yaitu mewakili kepentingan klien, tidak logis
kalau dia tidak diberikan hak imunitas. Sudah menjadi bagian hukum positip setiap
negara hak tersebut sudah secara otomatis merupakan suatu politik hukum nasional

setiap bangsa. Istilah hak imunitas tidak ditemukan dalam Undang-Undang

1Artidjo Alkostar, 2010, Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi , Penerbit
FH UII press, Yogyakarta, him. 1.



Advokat tetapi, untuk memahami pengertian hak imunitas, kita dapat memulainya

dari pengertian hak.?

Hak dapat di definisikan sebagai alokasi kekuasaan kepada seorang secara
terukur dalam arti keluasan dan kedalamannya.? Dari asal-usul kata, istilah imunitas
dapat ditelusuri ke imunnis, kata Latin yang antara lain berarti pembebasan dari
kewajiban umum, kebebasan atau pembebasan pajak atau kewajiban militer atau
pekerjaan rodi, dan hak istemewa. Dalam melakukan pekerjaan tersebut, sesuai
dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Advokat mempunyai hak
imunitas untuk tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun secara perdata. Hak
imunitas ini juga diatur dalam kode etik advokat, yaitu Pasal 3 ayat (3) kode etik
advokat bahwa dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta Pasal
4 ayat (8) advokat wajib memegang rahasia tentang hal-hal yang diberitahukan

oleh klien.

Dalam Kasus yang berinisial S yang seorang Advokat asal Pasuruan, Jawa
Timur pada saat mendampingi kliennya yang berinisialkan MA yang sedang dalam
kasus sengketa hak milik tanah. S dan MA dilaporkan polisi dengan tuduhan telah
menghalang-halangi proses penyidikan berupa barang bukti dalam kasus tersangka
Munip yang merupan lawan dari MA. Barang bukti dimaksud yaitu berupa
sertifikat hak milik. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitiannya dengan

judul “Hak Imunitas Advokat dalam pembelaan klien pada persidangan”.

2V Harlen Sinaga, 2011, Dasar-dasar Profesi Advokat, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm.
121.
3 Sadjipto Rahardjo, 2006, Ilmu hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.



B. Rumusan Masalah

1. Adakah terdapat hak imunitas advokat dalam Putusan Nomor
101/Pid.B/2007/Pn.Psr
2. Adakah pelanggaran yang dilakukan oleh advokat dalam Putusan Nomor

101/Pid.B/2007/Pn.Psr

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan Rumusan Masalah, yaitu:

1. untuk mengetahui dan menganalisis adakah terdapat hak imunitas

advokat dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2007/Pn.Psr

2. untuk mengetahui dan menganalisis adakah pelanggaran yang dilakukan

oleh advokat dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2007/Pn.Psr

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meberikan manfaat bagi perkembangan ilmu
pengetahuan dalam bidang ilmu hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan sumbangan ilmu bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang

hukum pidana.

2. Manfaat Praktis



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak — pihak

yang terkait yaitu:
a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan proses

profesi Advokat di Indonesia.
b. Bagi Masyarakat

Dengan membaca penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui
hak dan kewajiban advokat sebagai penasihat hukum dalam menegakkan keadilan

yang didalam masyarakat.
E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “ Hak Imunitas Advokat dalam Pembelaan
Klien pada persidangan “ ini benar-benar merupakan hasil karya asli penulis
sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari karya penulis lain.
Keaslian penulisan hukum ini dapat dibuktikan dengan membandingkan dengan
penulisan hukum atau skripsi yang telah ditulis oleh penulis sebelumnya sebagai

bukti keaslian:

1. Yosafat Arby, 120510978 Fakultas Ilmu hukum, Universitas Atmajaya
Yogyakarta tahun 2016, menulis dengan judul Peran Advokat dalam Penanganan
terhadap Pelaku dan Korban Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri
Yogyakarta. Dan hasil dari penelitian Peran Advokat dalam Penanganan terhadap

Pelaku dan Korban Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta



yaitu peranan Advokat dalam penanganan terhadap pelaku dan korban tindak
pidana Narkotika di pengadilan negeri Yogyakarta ialah mendampingi terdakwa
dari awal persidangan sampai akhir dari putusan hakim untuk melindungi hak-hak

terdakwa dipersidangan.

2. M. Johan Kurniawan, 05350052 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011, menulis dengan Judul Eksistensi
dan Wewenang Adovokat dalam Mendampingi Terdakwa Ditinjau Dalam Hukum
Islam. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu pentingnya advokat salah satu jenis
pertolongan karena memberi bantuan hukum, hal ini menunjukkan bahwa prisip itu
merupakan prinsip menghilangkan sebagai kesusahan yang menimpa seseorang dan

seorang advokat membantu pelaksanaan hakim.

3. Dwi Nurdiansyah Santosa, C.100.030.214 Fakultas Hukum Univerisitas
Muhammadiyah Surakarta tahun 2009, menulis dengan Judul Analisis Yuridis Hak
Imunitas dan Malpraktek Advokat serta Implementasinya di Kota Surakarta.
kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu upaya penanggulangan malpraktek
Advokat di Kota Surakarta Persoalannya bukan pada undang-undang atau kode
etiknya yang sebenarnya sudah memadai, tetapi lebih pada bagaimana

melaksanakannya.

F. Batasan Konsep

1. Hak Imunitas

Pengertian Hak Imunitas adalah kebebasan advokat untuk melakukan atau

tidak melakukan setiap tindakan atau mengeluarkan atau tidak megeluarkan



pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapa pun dalam melaksanakan
tugasnya sehingga advokat tersebut tidak dapat dihukum dalam melaksanakan

tugasnya.*
2. Advokat

Pengertian Advokat adalah di ketentuan Undang-Undang Republik
Indonesia nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ayat (1) Pasal 1, Advokat adalah
orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar
pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang
ini.

3. Pembelaan

Pembelaan yaitu agar tersangka ataupun terdakwa tidak diperlakukan
sewenang-wenang oleh penegak hukum. Maka pemerintah kemudian memberikan

hak-hak bagi tersangka dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Bab VI KUHAP.
4. Persidangan

Sidang merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah
tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan, yang akan menjadi sebuah
ketetapan dan aturan-aturan yang jelas. Keputusan dari persidangan ini akan

mengikat seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan. Keputusan

4V. Harlen Sinaga, Op. Cit., him. 121,



ini sifatnya final, sehingga berlaku bagi pihak yang setuju maupun tidak setuju,

hadir atau tidak hadir dalam persidangan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian
hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan pada hukum positif berupa
peraturan di Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Kode Etik
Advokat Indonesia yang memfokuskan bagaimana peran hak imunitas advokat
dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan pembelaan klien dalam

persidangan.

2. Sumber Data

Dalam Penelitian hukum normatif, data berupa data sekunder yang terdiri

atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer sebagai bahan hukum yang mengikat terdiri atas:
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat

Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan berupa fakta hukum, doktrin, asas-

asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen,



surat kabar, internet, dan majalah ilmiah yang dapat memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadao obyek yang diteliti.
c¢. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.
3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data dilakukan dengan studi kepustakaan dan

wawancara.

a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder yang cara memperoleh datanya dengan mencari menemukan
pendapat hukum berupa literatur, hasil penelitian, internet, dan dokumen yang
berhubungan dengan hak imunitas advokat dalam menjalankan tugas profesinya

untuk kepenitngan pembelaan klien dalam menjalankan persidangan.
b. Wawancara dengan Narasumber

Wawancara dilakukan terhadap narasumber dengan mengajukan
pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya secara sistematis mengenai
permasalahan hukum yang berkaitan dengan Hak Imunitas Advokat dalam
Pembelaan Klien pada persidangan peraturan yang terkait dan membandingkan
dengan fakta dalam pelaksanaannya. Wawancara menggunakan bentuk pertanyaan

terbuka yaitu peneliti tidak menyiapkan jawabannya, tetapi jawaban sepenuhnya
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diserahkan kepada narasumber. Wawancara akan dilakukan kepada Gloria
Damaiyanti Sidauruk, S.H. sebagai Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia
(PERADI)

5. Metode Analisis Data

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dianalisis, dideskripsikan,
disistemasikan, diinterpretasi serta dilakukan penilaian sesuai dengan 5 (lima) tugas
ilmu hukum normatif atau dogmatif, yaitu deksripsi hukum positif, sistematisasi
hukum positif, analisis hukum positif, dam menilai hukum positif. Bahan hukum
sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum
dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah
ilmiah dianalis untuk menemukan persamaan dan perbedaanya. Data yang

diperoleh tersebut dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

6. Metode berpikir

Metode Berpikir dari penelitian ini adalah deduksi, yaitu berasal dari
proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah di ketahui,
diyakini/aksiomatik dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan yang baru)
yang bersifat khusus. Dalam hal ini umum berupa Hak imunitas Advokat dalam
menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan pembelaan klien dalam

persidangan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan
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Bab ini berisi latar belakang masalah, dari latar belakang masalah tersebut dapat
ditemukan menegenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

manfaat penelitian, batasan konsep dan metode penelitian.

BAB II ; Pembahasan

Dalam Bab ini menguraikan tentang pembahasan yang terdiri dari Tinjauan umum
tentang Hak Imunitas Advokat dalam menjalankan Tugas Profesinya dalam

kepentingan Pembelaan klien dalam Persidangan

BAB IIT : Penutup

Berisi kesimpulan terhadap hasil penulisan terhadap hasil penulisan berdasarkan

rumusan masalah dan saran untuk penyelesaian masalah yang muncul



